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WALIKOTA  PADANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA PADANG 

NOMOR 53 TAHUN 2014 

TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL UMUM  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG, 

Menimbang 

 
 

 

 
 

 
 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan 

pangkat tertentu;  

b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan 
manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas SKPD atau unit 
kerja, selain jabatan struktural dan jabatan fungsional, 

perlu ditetapkan jenis jabatan fungsional umum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 

Pemerintah Kota Padang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 201); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan lembaran negara Nomor 5494); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5589); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 118); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, 
Tambahan Lembar Negara Nomor 3164); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3547); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5258); 

16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 

tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 3); 

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 
296); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Tahun 2014 Nomor 32); 

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 

13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);  

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 160) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 

2012 Nomor 14); 

23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 

Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran 

Daerah Tahun 2012 Nomor 15); 

24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja 
Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19); 

25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran 

(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17); 

26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 

9). 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN 
FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA PADANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Padang. 

2. Walikota adalah Walikota Padang; 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang. 

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah daerah; 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang; 

8. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang; 

9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Padang; 

10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pada Pemerintah Kota Padang selaku 

pengguna anggaran dan pengguna barang; 

11. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga 

Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk 
dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

13. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan 
untuk mencapai tujuan organisasi. 

14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin 
suatu satuan organisasi negara. 

15. Rumpun Jabatan adalah sekelompok jabatan yang memiliki karakteristik 
sama atau tugas sejenis. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 
 

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman SKPD atau unit kerja 
untuk menentukan kriteria dalam pemberian nama jabatan fungsional umum. 

Bagian Kedua 

Tujuan 
Pasal 3 

 
Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kejelasan tugas dan 

fungsi CPNS maupun PNS dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi 
eselon terendah di setiap SKPD atau unit kerja serta memberikan kejelasan 

tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan. 

BAB III 

RUMPUN JABATAN 

Pasal 4 

(1) Rumpun jabatan fungsional umum ditentukan berdasarkan karakteristik 

kedekatan pekerjaan yang sama dan atau sejenis. 

(2) Rumpun jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB IV 

PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

Pasal 5 

(1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil 
analisis jabatan. 

(2) Penamaan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB V 

FORMASI JABATAN 

Pasal 6 

Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

menjadi dasar formasi jabatan yang digunakan sebagai dasar penerimaan CPNS. 
 

BAB VI 
PENETAPAN, PEMINDAHAN, DAN MEKANISME 

Bagian Kesatu 
Penetapan 

Pasal 7 

(1) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan 
Fungsional Tertentu diangkat dalam jabatan fungsional umum. 

(2) Penetapan PNS dalam jabatan fungsional umum ditetapkan dengan 
keputusan Kepala SKPD atas nama Walikota. 
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Bagian Kedua 

Pemindahan 

Pasal 8 

(1) CPNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum tidak dapat dipindah 

sebelum diangkat menjadi PNS. 

(2) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum yang berbeda dalam 

SKPD atau unit kerja yang sama ditetapkan dengan keputusan Kepala 
SKPD atau unit kerja atas nama Walikota. 

(3) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum antar SKPD atau unit 

kerja ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah atas nama Walikota 
melalui pertimbangan BKD. 

Bagian Ketiga 
Mekanisme 

Pasal 9 

Mekanisme penetapan dan pemindahan CPNS atau PNS dalam jabatan 

fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dengan 
mempertimbangkan syarat jabatan yang terdapat dalam Analisa Jabatan. 

BAB VII 

TAMBAHAN PENGHASILAN 
Pasal 10 

(1) CPNS atau PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum diberikan 
tambahan penghasilan. 

(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan berdasarkan kelas dan bobot jabatan fungsional umum hasil 

evaluasi jabatan yang diatur dengan Peraturan Walikota. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 11 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang. 

Ditetapkan di  Padang  

pada tanggal 31 Desember 2014 

WALIKOTA PADANG, 
 

ttd 
 

MAHYELDI 
Diundangkan di Padang 

pada tanggal 31 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG 

 

 ttd 
 

                 NASIR AHMAD 

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 53. 
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